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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbans 
. 
: a. 
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Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak
mengambil persetqiuan bersama dalam waktu 60 (enam
puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah
menJrusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
paling tinggr sebesar angka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran sebelumnya
untuk membiayai keperluan setiap bulannya;

b. bahwa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran setiap tahunnya Rancangan Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 belum
mendapat persetrrjuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil yang diajukan, maka
untuk memperoleh persetujuan Gubernur Aceh guna
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2O15;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan;

l.*-



: 1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1999 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a28Ol;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran . Negara Tahun 2OA4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor aaOOl;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antata Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor affi3);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

10. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OtL tentang
Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 2LO, Tambahan kmbaran Negara Nomor aO28l;
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12- Feraturan Femerintah Nomor 24 Tahun 20o4 tentang
I(edudrrkan Pnotokoler dan Keuangan Pimpinan dan
angpta DPRD fiembaran Negara Republik Indonesia
Tahrrn 2OO4 Nomor 90, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah
dirrbah, teraldirir dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Ata.s Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7 L2l;

13. Perattrran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor LT L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53ao);

14. Peraturan Pemerintah'No*o, 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Perahrran Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesid Nomor a5781;

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapaan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor LSO, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lah
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19. Feraturan Femerintah Nomor 3 Tahun 2@T Tentang
I^aporan Fenyelerrgaraan Femerintah Daerah kepada
Femerintah, Lalrcran Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46931;

2O. Perahrran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 Tentang
Dekosentrasi dan T\rgas Pembantuan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1"23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLL tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2Ot2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telalr
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7O Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Otl
tentang Pembahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 310);

27.Peratrtran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OOT
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
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28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2OI1
tentang Homan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Betanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1
Nomor 45O), ssfagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2At2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor SaO);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2AI4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Al4
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 680);

31. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2OLL
tentang Perubahan Kedga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor
2 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan per-wakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);

32. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembagr{
Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2OtL tentang Perubahan Kedua Atas eanun Aceh
singkil Nomor 3 Tahun 2oo8 tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas, kmbaga Teknis Daerah dan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2OLt Nomor O4);

33. Qanun Aceh Singkil Nomor O Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OO8 Nomor 169);

34. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2OLO Nomor O2);

35. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2AlA tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (I-embaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2A1O Nomor O4);



39.

40.

4L.

36- Qanun Aceh $ingkil Nomor 5 Tahun 2O1O tentang
Fengelolaan Barang Milik Daerah ficmbaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2O1O Nomor O5);

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2O1O tentang
Fembenhrkan Sekretariat Mqielis Permusyawaratan Ulama
Kabupa.ten Aceh Singkil (kmbaran Daeratr Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor O7);

38. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2OLO tentang
Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten
Aceh Singkil {Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2O1O Nomor O9);

Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2O1O tentang
Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2OLO Nomor 11);

Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2ALO tentang
Pembentukan Sekretariat Baihrl Mal Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
20rc Nomor 12);

Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor L5);

42. Qanun Aceh Singkil Nonnor 18 Tahun 2O1O tentang P4jak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2O1O Nomor 18);

43. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun zOtL tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh
Singkil 2AA5-2O25 {Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2OLL Nomor 05);

Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2A11 tentang
Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daeah
{Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011
Nomor O5);

Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2OlL Nomor O6);

Qanun Aceh Singkil Nomor 1O Tahun 2A11 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
20lt Nomor 10);

Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun ?OLI tentang
Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Pengtnapan
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2Al1
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penglnapan
{I"embaran Daera}r Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2AL4
Nomor 2321;

44.

45.

46.

47.



48. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2An tentang
Pemerintahan Mukim {kmbaran Daerah Kabupaten Ace[
Singkil Tahun 2Ol2 Nomor O1) sebagaimana telah diubah
9engan Qanun Aceh singkil Nomor 4 Tahun 2at4 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh singkil Nomor 1 Tahun 2oLt
tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OL4 Nomor 2331;

49. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Iembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OL2 Nomor O2);

50. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun ZAIZ tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor pelayanan
Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Aceh singkil
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun ZOL2
Nomor O3);

51. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun ZOLZ tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor {Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OI2 Nomor 04);

52. Qanun Aceh Singkil Nomor S Tahun 2OlZ tentang
Retribusi Pengawasan dan pengendalian Menara
Telekomunikasi {Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2OL2'Nomor OS);

53. Qanun Aceh singkil Nomor 6 Tahun 2al2 tentang Tata
cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Iembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun ZOl2 Nomor O6);

54. Qanun Aceh singkil Nomor T Tahun 2oL2 tentang
Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil Tahun 2ot2
Nomor O7);

55. Qanun Aceh singkil Nomor 8 Tahun 2or2 tentang
Retribusi rerminal (Iembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun AOLZ Nomor O8);

56. Qanun Aceh singkit Nomor g rahun 2olz tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 201,2 Nomor O9);

57. Qanun Aceh singkil Nomor lo rahun 2aL2 tentang pqiak
Bumi dan Bangunan perdesa€rn dan perkotaan lt emuaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2AL2 Nomor 1O);

58. Qanun Aceh singkil Nomor L rahun 20 13 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh singkil 2ol2-2orr (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor O1);

59. Qanun Aceh Singkil Nomor T Tahun 2Al4 tentang
Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Kabupaten
Aceh singkil Tahun Anggaran 2aL4 {Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2Ol4 Nomor 2361;
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60. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2OlL
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
8 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2Ol,L tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2OL3 Nomor O8);

61. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2OL2
tentang Sistem dan Frosedur Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2Ot2 Nomor O3);

62. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2OL2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2Ot2 Nomor O8);

63. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2014
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2OL4
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014
Nomor 2391;

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2015.

J
Pasal L

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggaran 2015 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

b. Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

Kabupaten Aceh Singkil Tahun

Rp. 649.OL7.750.751,28,-

Rp. 68O.O61.095.23O,89,-

Rp. (31.043.344.479,6I,-l

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp. 32.243.344.479,61,-

2. Pengeluaran Rp. 1.2OO.OOO.OOO,OO.-

Pembiayaan Netto Rp. 31.043.344.479,61,-

Sisa l.ebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.

.S-*x'turl-E---b.

0,00,-



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L terdiri:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.5TT.442.665,00,-

{2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah
d. ZAKIS sejumlah
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah sejumlah

(3) -Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagr Hasil sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus

(4) L"ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp. 14S.894.320,OO,-
b. Dana Bagr Hasil Pajak Rp. 12.809.869.T95,28,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp. 9L.621 . 1Z6.000,0O,-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. I14.O77.315.554,O0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2s9.6o6.3r7.9s6,g9,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 4ZO.4S4.TTZ.2T4,AO,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 246.279.356.865,89,-
b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.8SO.O0O.OOO,O0,-
c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.43O.O0O.OOO,0O,-
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.632.500.000,00,-
e. Belanja Bantuan Keuangan

b. Dana Perimbangan sejumlah
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Sejumlah

sejumlah
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Rp. 454.786.058.479,00,-

Rp. 158.654.249.609,28,-

Rp. 4.84O.OOO.OOO,OO,-

Rp. L7.616.260.OOO,OO,-

Rp. 1.75O.OOO.OOO,OO,-

Rp. 2.OO0.O00.OOO,OO,-

Rp. 9.371.182.663,00,-

Rp. 22.t36.31.2.59O,OO,-
Rp. 380.851.529.000,00,-
Rp. 51.648.640.000,00,-

Rp. 4.425.OOO.OOO,OO,-
Rp. 939.461.O91,00,-

* ..'* 
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t3l Bela4ia Langsung sebagaimana rlirnaksud pada aj,rat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 59.196.975.617,A0,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. I45.74O.232.175,OO,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 215.517.569.482,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:

a. Penerimaan Daerah sejumlah Rp. 32.243.344.479,6L,- .

b. Pengeluaran Daerah sejumlah Rp. 1.2OO.OOO.OOO,OO,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
sejumlah Rp. 32.243.344.479,61,-

b. - Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

sejumlah Rp. O,OO,-

e. Penerimaan Kembali Penerimaan
Pinjaman sejumlah Rp. O,OO,-

f. Pcnerimaan Piutang Daerah
sejumlah Rp. O,OO,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri
dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan
sejumlah Rp. 0,00,-

b. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.2OO.OOO.OOO,OO,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. O,OO,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. O,OO,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten;

I^ampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten menumt Urrsan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
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Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran MI
Lamiriran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten menurut Urusan Pemerintehan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan
Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, objek dan rincian objek;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselerasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal {investasi} Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diprioritaskan
untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan
dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2oLs.

Pasal 7

(1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal
6, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang
bersangkutal, seperti pegawai serta belanja barang dan jasa.

(2) Belaqia yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pel,ayanan dasar masyarakat eurttara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepa.da pihak ketiga.
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Pasal 8

Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
ditetapkan d"I"q peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi, setelah ditetapkannya Qanun
Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2OI4 dan Peraturan Bupati
Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh
Singkil- Tahun Anggaran 2U-14, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasql 1 1

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2L DzEonbN Qott'1
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SAFRIADI
Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2L DAI^nbrT q-o ,LI

SEKRETARIS DAERAH UPATEN

ACEH SI

BERITA DAERAH KABUPA?EN ACEH SINGKIL TAHUN 2oT4 }ToMOR JJ.
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